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Abstract: The purpose of this study was to analyze the effect of training-educa-

tion, report order and archiving on the financial administration management at 

State Madrasa of Banjar District. There was 40 samples which collected by non-

probability sampling method. The data collection technique was survey method 

with closed questionnaire. The results of this study showed that the training-

education variable and report order had effect on financial administration. 
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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pendidikan-pelatihan, 

ketertiban laporan, dan pengarsipan terhadap pengelolaan administrasi keuangan 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kabupaten Banjar. Jumlah sampel sebanyak 

40 responden yang diambil dengan metode penyampelan nonprobabilitas. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode survei dengan alat bantu kuesioner 

tertutup. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan 

dan variabel ketertiban laporan berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi 

keuangan. 

 

Kata Kunci: pendidikan dan pelatihan, ketertiban laporan, pengarsipan, 

pengelolaan administrasi keuangan  

 

 

Latar Belakang  

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan 

salah satu faktor penentu dalam proses pem-

bangunan yang dinamis sehingga dibutuhkan 

peranan yang lebih besar terutama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Kelancaran 

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana-

an pembangunan memerlukan suatu pembi-

naan terhadap aparatur negara. PNS sebagai 

unsur utama sumber daya manusia (SDM) 

aparatur negara mempunyai peranan penting 

dalam menentukan keberhasilan penyeleng-

garaan pemerintahan dan pembangunan. 

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bah-

wa faktor manusia merupakan modal utama 

yang perlu diperhatikan dalam suatu peme-

rintahan. Hal tersebut sangatlah penting kare-

na bagaimanapun keberhasilan suatu organi-

sasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh 

kualitas dan kemampuan SDM. 

SDM merupakan suatu aspek yang sa-

ngat penting bagi keberlangsungan hidup dan 

perkembangan organisasi. SDM berguna da-

lam penguasaan teknologi, menggunakan 

modal, mengatur dana, dan menghasilkan 

produk yang berkualitas. Seberapa canggih 

teknologi yang dimanfaatkan oleh organisasi 

dalam menjalankan pekerjaan sangat ditentu-

kan oleh kualitas SDM. 

SDM yang berkualitas adalah SDM 

yang memiliki pengetahuan, kemampuan, ke-

terampilan dan sikap yang baik dalam beker-

ja. Oleh karena itu, organisasi perlu mengam-

bil langkah agar dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pegawai. Pegawai di-

harapkan selalu mengasah pengetahuan, kete-

rampilan dan kemampuan agar lebih baik se-
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suai dengan tuntutan zaman serta dapat me-

ningkatkan kinerja pegawai dalam organisasi 

tersebut.  

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang 

dilakukan pegawai sehingga mempengaruhi 

seberapa banyak kontribusi mereka kepada 

instansi atau organisasi termasuk pelayanan 

kualitas yang disajikan. Organisasi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai perlu adanya 

pengembangan SDM yang tepat dengan ling-

kungan kerja yang mendukung. Faktor-faktor 

yang digunakan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai diantaranya kemampuan individual 

(pengetahuan, keterampilan dan kemampu-

an), usaha yang dicurahkan, dan dukungan 

organisasional. Kinerja pegawai merupakan 

hasil olah pikir dan tenaga dari seorang pega-

wai terhadap pekerjaan yang dilakukan, da-

pat berwujud, dilihat, dihitung jumlahnya. 

Akan tetapi, hasil olah pikiran dan tenaga 

tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide-

ide dan inovasi dari pegawai dalam rangka 

meningkatkan kemajuan organisasi. 

Pendidikan pelatihan pegawai merupa-

kan kegiatan pengembangan SDM untuk me-

ningkatkan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan, serta meningkatkan kinerja pe-

gawai. Pendidikan pelatihan berupaya me-

ngembangkan kemampuan intelektual dan 

kepribadian pegawai. Oleh karena itu, setiap 

organisasi yang ingin berkembang harus be-

nar-benar memperhatikan pendidikan dan pe-

latihan pegawai sehingga dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

Menyadari pentingnya pendidikan pe-

latihan diperlukan adanya koordinasi yang 

baik dari setiap bagian. Koordinasi penting 

dalam organisasi, karena didalamnya terdapat 

kegiatan yang berlainan dan dilakukan ba-

nyak orang, sehingga perlu adanya koordina-

si yang baik agar tidak terjadi kesimpangsiur-

an kegiatan dan dapat ditujukan kepada titik 

arah pencapaian tujuan dengan efisien. 

Pegawai yang telah mengikuti pendi-

dikan pelatihan belum menerapkan materi 

yang diajarkan pada saat pendidikan-pelatih-

an pada pekerjaannya dan evaluasi pendidik-

an pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi 

belum terlaksana, maka pendidikan pelatih-

annya akan sia-sia. Evaluasi pendidikan pela-

tihan sangatlah penting bagi individu ataupun 

organisasi, karena tujuan evaluasi ini yaitu 

untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pen-

didikan-pelatihan telah mencapai tujuan. Se-

lain evaluasi, anggaran dana yang disediakan 

dianggap belum mencukupi untuk melakukan 

pengembangan aparatur khususnya mengenai 

pendidikan-pelatihan sehingga dalam pelak-

sanaannya selalu mengalami keterlambatan. 

Pengelolaan arsip yang tidak efektif 

akan mengakibatkan para pegawai meng-

alami kesulitan mendapatkan informasi atau 

dokumen yang diperlukan dalam pekerjaan-

nya sehingga penyelesaian tugas akan mema-

kan waktu yang lebih lama. Hal ini menun-

jukkan bahwa salah satu hal yang mempe-

ngaruhi efektivitas kerja adalah pengelolaan 

kearsipan di dalam organisasi tersebut.  

Terkait dengan pentingnya pelaksanaan 

Kearsipan dalam menciptakan efektivitas 

kerja pemerintah membuat Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1979 tentang pokok-pokok ke-

arsipan yang kemudian diperbaharui menjadi 

Undang-Undang No. 43 tahun 2009 yang di-

jelaskan bahwa tujuan kearsipan adalah men-

jamin terciptanya arsip dari kegiatan yang di-

lakukan oleh lembaga negara, pemerintahan 

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, or-

ganisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 

dan perseorangan, menjamin ketersediaan ar-

sip yang otentik dan terpercaya sebagai alat 

bukti yang sah, menjamin terwujudnya pe-

ngelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan 

arsip. Dari penjelasan Undang-Undang No. 

43 tahun 2009 tersebut tampak bahwa arti 

pentingnya kearsipan ternyata mempunyai 

jangkuan yang amat luas, yaitu baik sebagai 

alat untuk membantu daya ingatan manusia, 

maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan yang efektif dan efesien. 

Oleh karena itu, salah satu hal yang ha-

rus diperhatikan dalam menciptakan efektifi-

tas kerja pegawai yaitu menciptakan sistem 

pengelolaan kearsipan yang baik dalam orga-

nisasi sehingga arsip dapat terpelihara dan 

mudah ditemukan kembali bila diperlukan. 

Sistem kearsipan harus disesuaikan dengan 

peranan dan fungsi pokok serta komponen 

kerja yaitu manusia, perlatan, dan sistem ker-

ja. Bila dipandang dari nilai pentingnya arsip, 

banyak orang yang mengatakan penting atau 

sangat penting, bahkan seorang pakar kear-

sipan mengungkapkan bahwa dunia tanpa ar-

sip adalah dunia tanpa memori, tanpa kepas-
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tian hukum, tanpa sejarah, tanpa kebudayaan 

dan tanpa ilmu pengetahuan, serta tanpa 

identitas kolektif. Tetapi arsip diciptakan dan 

diterima oleh organisasi dalam rangka pelak-

sanaan kegiatan organisasi yang berintegrasi 

pada segi akurasi, efe-siensi, dan efektivitas. 

Dengan sistem pengelolaan yang efek-

tif suatu sistem akan dapat membantu, men-

dukung efektivitas kerja dalam hal penyedia 

informasi. Dengan demikian, dalam aktivi-

tas organisasi diperlukan suatu sistem pena-

nganan arsip yang khusus mengelola arsip 

sehingga arsip dapat terpelihara dan mudah 

ditemukan bila diperlukan. Dengan demiki-

an, dapat dikatakan bahwa kearsipan memi-

liki peran yang sangat penting dalam suatu 

organisasi khususnya untuk menunjang ke-

lancaran administrasi dan penyampaian in-

formasi, sehingga dengan sistem pengelolaan 

yang efektif sistem tersebut akan dapat mem-

bantu mendukung efektifitas kerja dalam hal 

penyedia informasi. Oleh karena itu, setiap 

organisasi harus berupaya agar arsip dapat 

dikelola dengan baik guna meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai. 

Sejalan dengan tuntutan reformasi di 

segala bidang, pengelolaan keuangan pun 

mengalami reformasi. Tuntutan masyarakat 

era reformasi terhadap pelayanan publik yang 

ekonomis, efisien, efektif, transparan, akun-

tabel, dan responsif semakin besar. Kelelua-

saan penggunaan dana-dana yang telah me-

ningkat cukup signifikan harus mendapat pe-

ngelolaan yang cukup baik, yaitu melalui pe-

ningkatan pelayanan kepada masyarakat atau 

melalui penyelenggaraan pembangunan yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan latar belakang demikian, adalah wa-

jar bila tuntutan adanya reformasi pengelola-

an keuangan sehingga proses pelayanan pu-

blik dapat berjalan baik. 

Dalam upaya perwujudan reformasi pe-

ngelolaan keuangan yang baik terdapat pula 

tuntutan yang semakin besar untuk mengako-

modasi, menginkorporasi, bahkan mengede-

pankan nilai-nilai good governance. Prinsip 

good governance merupakan isu yang paling 

mengemuka. Tuntutan gencar yang dilakukan 

oleh masyarakat kepada pemerintah untuk 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah 

tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat 

yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan 

ini merupakan hal yang wajar dan sudah se-

harusnya direspon oleh pemerintah dengan 

melakukan perubahan-perubahan yang ter-

arah pada terwujudnya penyelenggaraan pe-

merintahan yang baik. 

Beberapa nilai yang relevan dan pen-

ting untuk diperjuangkan antara lain adalah 

transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi 

masyarakat dalam proses pengelolaan ke-

uangan dimaksud, disamping nilai-nilai efek-

tivitas dan efisiensi. Dalam konteks ini, pe-

ngelolaan keuangan pemerintah tidak saja ha-

rus didasarkan pada prinsip-prinsip good go-

vernance, tetapi harus diarahkan untuk me-

wujudkan nilai-nilai dimaksud. Oleh karena 

itu, untuk dapat melaksanakan reformasi pe-

ngelolaan keuangan, diperlukan pemahaman 

yang komprehensif mengenai pengelolaan 

keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip 

good governance. Hal ini penting dalam pe-

laksanaanya dapat dihindarkan ekses-ekses 

negatif yang dilakukan tanpa pemahaman 

yang baik. 

Paparan di atas yang menggambarkan 

tentang pendidikan latihan, sistem pelaporan 

keuangan dan pola kearsipan relevansinya 

dengan pengelolaan keuangan pada lembaga 

pendidikan, tersirat beberapa pertanyaan di 

mana peneliti akan berusaha memberikan 

respon terhadap pertanyaan tersebut dengan 

rumusan-rumusan masalah sebagai berikut 

ini. 

1. Apakah pendidikan pelatihan berpengaruh 

terhadap pengelolaan administrasi ke-

uangan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

(MTSn) se-Kabupaten Banjar ? 

2. Apakah ketertiban laporan berpengaruh 

terhadap pengelolaan administrasi ke-

uangan di MTSn se-Kabupaten Banjar ? 

3. Apakah pengarsipan dokumen keuangan 

berpengaruh terhadap pengelolaan admi-

nistrasi keuangan di (MTSn) se-Kabupa-

ten Banjar ? 

 

Kajian Literatur  

Menurut Asnawi (2007:119-120) ba-

nyak hal yang dapat diharapkan keikutsertaan 

tenaga kerja dalam program pendidikan-pela-

tihan. Harapan tersebut diantaranya adalah 

menambah dan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, wawasan, dan proses pema-

tangan kepribadian peserta pendidikan dan 
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pelatihan. Dampak dari hal-hal tersebut ber-

pengaruh terhadap tujuan-tujuan. Selanjut-

nya, baik secara kuantitas dan kualitas, 

program ini meningkatkan proses perencana-

an SDM, baik untuk didik maupun dilatih da-

lam priode waktu yang tepat pula. 

Sementara itu, menurut Notoatmodjo 

(2013:30) pendidikan dan pelatihan dapat di-

pandang salah satu bentuk investasi. Oleh ka-

rena itu, setiap karjawan harus memperoleh 

pelatihan. Kegiatan pendidikan-pelatihan me-

rupakan tanggung jawab bagian kepegawaian 

dan penyedia (pimpinan) langsung pimpinan 

mempunyai tanggung jawab atas kebijakan-

kebijakan umum dan prosedur yang dibutuh-

kan untuk menerapkan program pendidikan-

pelatihan pegawai. Adapun tujuan pendidik-

an-pelatihan menurut Simamora (2004) anta-

ra lain: (1) memperbaiki kinerja; (2) memu-

takhirkan keahlian para pegawai sejalan de-

ngan kemajuan teknologi; (3) membantu me-

mecahkan operasional; (4) mengorientasikan 

pegawai terhadap organisasi; (5) memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi; 

dan (6) untuk meningkatkan efesiensi dan 

efektivitas kerja pegawai dalam mencapai sa-

saran-sasaran yang telah ditetapkan. 

PNS harus mempunyai sikap dan peri-

laku yang penuh kesetiaan dan ketaatan ke-

pada negara, bermoral dan bermental baik, 

profesional, sadar akan tanggungjawabnya 

sebagai pelayanan publik, serta mampu men-

jadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Sejalan pendapat tersebut, Suradinata (2013: 

102), mengungkapkan lima arah dan tahapan 

dalam pengembangan pendidikan dan pela-

tihan, yaitu: (1) memiliki rasa untuk mening-

katkan kesadaran dan rasa percaya diri; (2) 

adanya peningkatan percaya diri; (3) adanya 

peningkatan kesejahteraan dan, keamanan; 

(4) adanya peningkatan kehidupan sosial dan 

budaya; dan (5) peningkatan kualitas dan 

profesional dan dibidang tugasnya. 

Pelaporan keuangan pemerintah daerah 

pada dasarnya merupakan asersi dari pihak 

manajemen pemerintah yang menginformasi-

kan kepada pihak lain, yaitu para pemangku 

kepentingan (stakeholder), tentang kondisi 

keuangan pemerintah (Indriasari dan 

Nahartyo, 2008). Dengan diberlakukannya 

paket Undang-Undang Bidang Keuangan Ne-

Gara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Ke-

uangan Negara, UU. No 1 Tahun 2004 ten-

tang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 

tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara), tata cara pelaporan ke-

uangan pemerintah yang dirasakan kurang 

transparan dan akuntabel telah berubah, kare-

na sebelumnya laporan keuangan tersebut be-

lum sepenuhnya disusun mengikuti standar 

akuntansi pemerintahan (SAP) yang sejalan 

dengan standar akuntansi sektor publik yang 

diterima secara internasional. Sejak saat itu, 

keseluruhan proses pelaporan keuangan pe-

merintah mengacu pada SAP, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat 

dan seluruh pemerintah daerah di dalam me-

nyusun dan menyajikan laporan keuangan.  

Salamun (2007:15) menyatakan bah-

wa unit pemerintahan pengguna anggaran 

yang berkewajiban menyelenggarakan akun-

tansi dan menyusun laporan keuangan dise-

but sebagai entitas akuntansi. Bendahara 

umum daerah dan setiap pengguna anggaran 

di lingkungan pemerintah daerah merupakan 

entitas pelaporan. Unit pemerintahan yang 

terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi 

yang berkewajiban menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuang-

an disebut sebagai entitas pelaporan. Jadi, la-

poran keuangan yang disajikan oleh entitas 

pelaporan merupakan gabungan dari laporan 

keuangan beberapa entitas akuntansi.  

Arens dan Loebbecke (2003:432) 

mendefinisikan pengendalian intern sebagai 

sebuah proses yang dirancang untuk menye-

diakan jaminan yang layak mengenai pen-

capaian sasaran manajemen dalam beberapa 

kategori, yaitu: (1) keandalan laporan ke-

uangan; (2) efektivitas dan efisiensi dari ope-

rasional; dan (3) pemenuhan dengan kebu-

tuhan hukum dan peraturan yang bisa dite-

tapkan.  

Pada intinya pengendalian intern meru-

pakan sistem yang dirancang untuk menyela-

raskan aktivitas perusahaan dengan tujuan 

yang ditetapkan sebelumnya oleh perusaha-

an. Hal tersebut penting agar kelangsungan 

hidup perusahaan dapat terus terjaga. 

Mulyadi (2013:104) menyebutkan bahwa pe-

ngendalian intern dibagi menjadi dua macam, 

yaitu (1) pengendalian intern akuntansi; dan 
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(2) pengendalian intern administrasi. Pengen-

dalian intern akuntansi meliputi kebijakan 

dan prosedur terutama untuk menjaga keka-

yaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, sedangkan pengen-

dalian administrasi meliputi kebijakan dan 

prosedur terutama untuk mendorong efisiensi 

dan dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Wilkinson (2010:87) menyebutkan 

subkomponen dari aktivitas pengendalian 

yang berhubungan dengan pelaporan keuang-

an, yaitu: (1) perancangan yang memadai dan 

penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-

catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) 

otorisasi yang memadai atas transaksi-tran-

saksi; (4) pemeriksaan independen atas kiner-

ja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas 

jumlah yang dicatat. 

Mahmudi (2007:9) menyebutkan kom-

ponen penting yang terkait dengan pengen-

dalian intern akuntansi antara lain: (1) sistem 

dan prosedur akuntansi; (2) otorisasi; (3) for-

mulir, dokumen, dan catatan; dan (4) pemi-

sahan tugas. 

Berdasarkan beberapa kajian teori dan 

hasil penelitian sebelumnya tentang sistem 

pengendalian intern akuntansi pemerintah 

kaitannya dengan keterandalan dan ketepat-

waktuan pelaporan keuangan, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa pengendalian in-

tern harus dirancang dengan baik dan dilak-

sanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan 

secara konsisten. 

Tata kearsipan merupakan bagian kegi-

atan organisasi atau perkantoran berupa pe-

ngumpulan, penyebaran, serta penyimpanan 

informasi secara teratur, rapi, dan sistematis. 

Hal ini dimaksudkan apabila berkas yang di-

arsipkan sewaktu-waktu diperlukan dapat di-

temukan kembali dengan mudah dan cepat. 

Pengelolaan kearsipan yang diselenggarakan 

dengan baik akan sangat membantu kelancar-

an kegiatan operasional suatu organisasi. 

(http://www. duniaarsip.com) 

Menurut Sedarmayanti (2011:21) dan 

Amsyah (2006:16) azas pengelolalaan kearsi-

pan terdiri dari: (1) azas sentralisasi; (2) azas 

desentralisasi; dan (3) azas gabungan 

Pada dasarnya tidak ada sistem kearsip-

an yang ideal dan juga tidak ada jenis per-

lengkapan yang ideal yang dapat memenuhi 

keperluan setiap arsip dalam setiap kantor. 

Namun, setiap sistem kearsipan yang dijalan-

kan oleh suatu instansi dapat dikatakan baik 

apabila mempunyai ciri-ciri: (1) mudah di-

laksanakan; (2) mudah dimengerti; (3) mu-

rah/ekonomis; (4) tidak memakan tempat; (5) 

mudah dicapai; (6) cocok bagi organisasi; (7) 

fleksibel atau luwes; (8) dapat mencegah ke-

rusakan dan kehilangan arsip; dan (9) mem-

permudah pengawasan (Wursanto, 2011:30). 

Selanjutnya, Wiyasa (2003:44) menje-

laskan ciri-ciri penyelenggaraan kearsipan 

yang efektif dan efesien adalah: (1) berkas 

yang diarsipkan sedikit tapi benar-benar ber-

mutu; (2) berkas yang diarsipkan adalah be-

nar-benar efektif karena sudah melalui selek-

tif secara cermat, dan (3) penyelenggaraan 

kearsipan tidak memerlukan biaya terlalu be-

sar. 

Martono (2010:16) menyebutkan bah-

wa sistem kearsipan dapat dikatakan baik 

jika didalamnya sekurang-kurangnya me-

ngandung unsur sebagai berikut: (1) adanya 

kebijakan pengendalian arsip secara menye-

luruh; (2) sistem klasifikasi arsip, indeks, dan 

tunjuk silang yang dapat melayani penataan 

berkas dan penemuan kembali arsip; (3) sis-

tem pelayanan dan penyajian data yang efisi-

en dan efektif; (4) program penyusutan arsip 

yang terarah; (5) penggunaan peralatan teknis 

kearsipan dan ruang penyimapan yang tepat; 

dan (6) pemeliharaan dan pengamanan arsip 

yang tepat.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dije-

laskan bahwa sistem kearsipan yang efektif 

yaitu jika memperhatikan beberapa unsur di-

antaranya pengendalian arsip yang terarah, 

efisien dan efektif, menjamin keamanan, pe-

nempatan dan penyimpanan arsip yang tepat, 

serta penyusutan yang terarah. 

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegi-

atan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisi-

en. Kegiatan di sekolah yang sangat kom-

pleks membutuhkan pengaturan yang baik. 

Keuangan sekolah merupakan bagian yang 

amat penting karena setiap kegiatan butuh 

uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-ba-

iknya. Sebagaimana yang terjadi di substansi 

manajemen pendidikan pada umumnya, kegi-

atan manajemen keuangan dilakukan melalui 

proses perencanaan, pengorganisasian, peng-

arahan, pengkoordinasian, pengawasan atau 

pengendalian.  
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Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam 

menggali sumber-sumber dana, menempat-

kan bendaharawan yang menguasai dalam 

pembukuan dan pertanggungjawaban ke-

uangan serta memanfaatkannya secara benar 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Anggaran belanja adalah suatu pernya-

taan yang terurai tentang sumber-sumber ke-

uangan yang perlu untuk melaksanakan ber-

bagai program sekolah selama periode satu 

tahun fiskal. Proses pembuatan anggaran 

pendidikan melibatkan penentuan pengeluar-

an maupun pendapatan yang bertalian dengan 

keseluruhan operasi sekolah. 

Menurut jenis kegiatan, kegiatan terba-

gi atas kegiatan operasi dan kegiatan per-

awatan. Kegiatan operasi adalah kegiatan-ke-

giatan dengan menggunakan alat atau tanpa 

alat yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar baik dalam maupu di luar kelas. 

Kegiatan perawatan, adalah kegiatan per-

awatan yang dilakukan untuk memelihara 

dan memperbaiki sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah agar sarana prasaran tersebut 

dapat berfungsi dalam menunjang kelancaran 

proses belajar mengajar. 

Sumber dana untuk penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan di sekolah berasal dari 

pemerintah, orangtua siswa, dan masyarakat. 

Dana dari pemerintah berupa: (1) anggaran 

rutin; (2) anggaran operasional, dan pemba-

ngunan dan perawatan; dan (3) dana penun-

jang pendidikan. Dana dari orang tua siswa 

adalah dana yang dikumpulkan dari pengurus 

BP3/komite sekolah dari orang tua siswa. 

Dana dari masyarakat, misalnya: sumbangan 

perusahaan industri, lembaga sosial donatur, 

tokoh masyarakat, alumni, dsb. 

Dalam penyusunan rencana operasional 

(RENOP) sebaiknya menempuh kebijakan 

berimbang dan membentuk tim kerja yang 

terdiri dari para wakil kepala sekolah dibantu 

para wakil kepala sekolah dibantu beberapa 

guru senior. Atas dasar hasil kerja tim terse-

but, RENOP tersebut dibahas dalam forum 

rapat dewan guru dan narasumber lain yang 

dianggap perlu, agar bertanggungjawab ter-

hadap keberhasilan rencana tersebut. 

Untuk memformat program kerja terse-

but, langkah-langkah yang perlu dilakukan 

adalah: (1) menginventarisir kegiatan sekolah 

pada tahun ajaran mendatang; (2) menyusun 

daftar kegiatan menurut sekolah prioritas; (3) 

menentukan sasaran; (4) menentukan biaya 

unit dengan membandingkan biaya unit atau 

penjajakan ke jalan; dan (5) menghimpun da-

ta pendukung yang terdiri atas data sekolah 

(murid, guru, pegawai, pesuruh, jam meng-

ajar, praktik laboratorium); dan data fisik 

(gedung, ruang kepsek, ruang guru, ruang la-

boratorium, WC); (6) membuat kertas kerja 

dan laporan; (7) menentukan sumber dana 

dan pembenaan anggaranenuangkan dalam 

format baku untuk usulan RENOP; dan (9) 

proses usulan atau pengiriman 

Kerangka konseptual dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut ini. 

 

 
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

dengan pengujian hipotesis yang dilakukan 

untuk melihat hubungan sebab akibat antara 

variabel-variabel yang akan diteliti yaitu an-

tara variabel terikat berupa pendidikan pela-

tihan, ketertiban pelaporan dan pengarsipan 

dengan variabel bebas berupa kinerja penge-

lola adminsitrasi keuangan. Analisis kuantita-

tif adalah metode analisis dengan angka-ang-

ka yang dapat dihitung maupun diukur, dan 

dalam prosesnya menggunakan alat bantu 

statistik. Statistik adalah cara ilmiah yang di-

gunakan untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data 

berupa angka-angka, kemudian menarik ke-

simpulan atas data tersebut, di mana data ter-

sebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 

atau gambar (Algifari, 2013: 65). 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan dengan ban-

tuan SPSS, pada variabel pendidikan-pelatih-

an (item kues no. 1 sampai 5) pada taraf sig-

Pengelolaan 
Administrasi 

Keuangan (Y) 

Pendidikan-
Pelatihan (X1) 

> 
Ketertiban 

Laporan (X2) 

Pengarsipan 
(X3) 
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nifikan 5% dan N = 40, semua variabel valid 

(korelasi Pearson > rtabel).  

Uji distribusi normal adalah uji untuk 

mengukur apakah data yang didapatkan me-

miliki distribusi normal sehingga dapat dipa-

kai dalam statistik parametrik (statistik infe-

rensial). Dengan kata lain, uji normalitas ada-

lah uji untuk mengetahui apakah data empi-

rik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai 

dengan distribusi teoritik tertentu. Dalam ka-

sus ini, distribusi normal. Dengan kata lain, 

apakah data yang diperoleh berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Uji normalitas berguna untuk menentu-

kan data yang telah dikumpulkan berdistribu-

si normal atau diambil dari populasi normal. 

Metode klasik dalam pengujian normalitas 

suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan 

pengalaman empiris beberapa pakar statistik, 

data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 

30), maka sudah dapat diasumsikan berdistri-

busi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel 

besar. 

Namun, untuk memberikan kepastian, 

data yang dimiliki berdistribusi normal atau 

tidak, sebaiknya digunakan uji statistik nor-

malitas. Karena belum tentu data yang lebih 

dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, 

data yang banyaknya kurang dari 30 belum 

tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, 

perlu suatu pembuktian. uji statistik normali-

tas yang dapat digunakan diantaranya 

Kolmogorov-Smirnov. 

 
Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Y X1 X2 X3 

N 40 40 40 40 

Normal 

Parameter 

Mean 19,23 21,48 12,35 24,58 

Std. 

Devia-

tion 

2,178 2,195 2,685 3,320 

Sumber: data diolah  

 
Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas VIF 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 0,355 2,817 

X2 0,346 2,894 

X3 0,858 1,166 

 

Dari Tabel 1, pengelolaan keuangan 

(X1) 19,23 > 40; pendidikan-pelatihan 21,48 

> 40; ketertiban laporan (X2) 12,35 > 40; 

pengarsipan (X3) 24,58 > 40; dan pengelola-

an keuangan (Y) 19,23 > 100. Mean lebih 

kecil dari N maka penelitian ini berdistribusi 

normal.  

Berdasarkan Tabel 2, nilai VIF X1 se-

besar 2,817, X2 sebesar 2,894, dan X3 sebesar 

1,166 (VIF < 10). Nilai toleransi X1 sebesar 

0,355, X2 sebesar 0,346, dan X3 sebesar 

0,858 (toleransi > 0,1). Jadi, dapat disimpul-

kan bahwa tidak ada multikolonieritas antar 

variabel bebas dalam model regresi. 

Persamaan regresi linier berganda yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 ∑2 

Keterangan: 

Y  = pengelolaan administrasi keuangan 

a  = konstanta 

b1, b2, b3 = koefisien regresi 

X1  = pendidikan-pelatihan 

X2 = ketertiban laporan 

X3 = pengarsipan 

e  = standar error 

 
Tabel 3. Koefisien 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Cons

-tant) 
4,852 2,434  1,993 0,054 

X1 0,577 0,149 0,581 3,862 0,000 

X2 0,269 0,124 0,331 2,171 0,037 

X3 -0,054 0,064 -0,082 
-

0,850 
0,401 

Sumber: data diolah  

 

Berdasarkan Tabel 3, pada kolom 

kedua (unstandardized coefficients) bagian B 

diperoleh nilai b1 variabel pendidikan-pela-

tihan (X1) sebesar 0,577, nilai b2 variabel ke-

tertiban laporan (X2)  sebesar 0,269, pengar-

sipan (X3) sebesar -0,054 dan nilai konstanta 

(a) adalah 4.852. Syarat signifikansi apabila 

thitung > ttabel atau sig < 0,05. Dari persamaan 

tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut ini. 

1. Variabel pendidikan-pelatihan (X1) 0,577 

< 1,688 atau sig. 0,000 > 0,05, maka X1 

tidak signifikan terhadap pengelolaan ad-

ministrasi keuangan 

2. Variabel ketertiban laporan (X2) 0,269 < 

1,688 atau sig. 0,037 > 0,05, maka X2 

tidak signifikan terhadap pengelolaan ad-

ministrasi keuangan 
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3. Variabel pengarsipan (X3) -0,054> 1,688 

atau sig. 0,401 < 0,05, maka X3 signifikan 

terhadap pengelolaan administrasi ke-

uangan. 

  

Uji F dilakukan untuk mengetahui apa-

kah pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat bersifat linier. Adapun krite-

ria yang digunakan untuk melihat linearitas 

antara variabel pendidikan-pelatihan, keter-

tiban laporan dan pengarsipan terhadap pe-

ngelolaan administrasi keuangan dengan cara 

melihat nilai probabilitas pada tabel 4 berikut 

ini. 

 
Tabel 4. Hasil Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 131,427 3 43,809 29,453 ,000
b
 

Residual 53,548 36 1,487   

Total 184,975 39    

Sumber: data diolah  

 

Berdasarkan Tabel 4, nilai Fhitung adalah 

sebesar 29,453 dengan nilai probabilitas (ni-

lai sig) sebesar 0,000
a
. Nilai probabilitas ter-

sebut lebih kecil dari nilai alpha (0,05). Kare-

na nilai probabilitas (p-value) < alpha, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel 

pendidikan-pelatihan, ketertiban laporan dan 

pengarsipan, terhadap pengelolaan adminis-

trasi keuangan bersifat signifikan.  

Koefisien determinasi menunjukkan 

besarnya kemampuan semua variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikatnya. Koe-

fisien determinasi ini dihitung dengan meng-

kuadratkan koefisien korelasi (R).  

 
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Mo-

del 
R 

R 

Square 

Adjus-

ted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,843
a
 ,711 ,686 1,220 1,831 

Sumber: data diolah  

 

Nilai R2 yang tersaji pada Tabel 5 me-

nunjukkan nilai 0.843 atau 84,3%. Hal ini di-

artikan bahwa sebanyak 84,3% pengelolaan 

administrasi dijelaskan oleh variabel pendi-

dikan-pelatihan, ketertiban laporan, dan 

pengarsipan, sedangkan sisanya sebesar 

15,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

variabel pendidikan-pelatihan, ketertiban la-

poran dan pengarsipan. 

Hasil penelitian diperoleh dari analisis 

deskriptif. Setiap indikator pengukur pendi-

dikan-pelatihan meliputi tingkat pendidikan 

dalam kategori sangat baik dilihat dari skor 

rata-rata sebesar 86%. Indikator pengukur 

pendidikan-pelatihan meliputi tujuan pendi-

dikan-pelatihan kategori baik dilihat dari skor 

rata-rata sebesar 82,5%. Tingkat peserta pen-

didikan-pelatihan dalam kategori sangat baik 

dilihat dari skor rata-rata sebesar 86%. Indi-

kator instruktur pendidikan-pelatihan dalam 

kategori sangat baik dilihat dari skor rata-rata 

sebesar 85%. Indikator materi pendidikan-

pelatihan dalam kategori sangat baik dilihat 

dari skor rata-rata se-besar 88%. Metode pen-

didikan-pelatihan dalam kategori sangat baik 

dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 88%. 

Dilihat dari uji hipotesis hasil penelitian juga 

menunjukan bahwa ada pengaruh yang signi-

fikan variabel pendidikan-pelatihan terhadap 

pengelolaan administrasi keuangan. Koefisi-

en determinasi parsial diperoleh kesimpulan 

bahwa besarnya kontribusi pendidikan-pela-

tihan terhadap pengelolaan administrasi ke-

uangan MTsN se-Kabupaten Banjar adalah 

sebesar 84,3%. Hal ini didukung dari analisis 

deskriptif persentase berdasarkan hasil perhi-

tungan menunjukkan bahwa untuk variabel 

pendidikan-pelatihan diperoleh thitung = 3,862 

dengan harga signifikansi 0,000 karena harga 

signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 

(0,000<0,05). Nilai ini menunjukkan bahwa 

nilai t yang diperoleh tersebut signifikan. Hal 

ini berarti bahwa variabel pendidikan-pela-

tihan (X1) berpengaruh terhadap pengelolaan 

administrasi keuangan (Y) maka H1 diterima. 

Simpulan yang dapat diambil, variabel 

pendidikan-pelatihan pengelola administrasi 

keuangan MTsN se-Kabupaten Banjar dilihat 

dari indikator tingkat pendidikan termasuk 

dalam kategori tinggi. Artinya, tingkat pendi-

dikan-pelatihan pengelolaan administrasi ke-

uangan sudah memenuhi kualifikasi standar 

minimal pendidikan untuk guru SMA. Untuk 

indikator kesesuaian program studi termasuk 

dalam kategori sangat tinggi. Kesesuaian 

pendidikan yang ditempuh sudah sesuai de-

ngan pekerjaan yang digeluti. Seorang pe-

ngelola administrasi keuangan yang memiliki 

kualifikasi standar minimal pendidikan, diha-

rapkan mampu melaksanakan tugasnya de-

ngan maksimal. Hasil penelitian ini mengan-

130 
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dung makna semakin baik pendidikan maka 

akan semakin baik pula pengelolaan adminis-

trasi keuangan.  

Apabila seorang pengelola keuangan ti-

dak memiliki pendidikan sesuai dengan kua-

lifikasi standar minimal pendidikan, maka 

pengelolaan administrasi keuangan tersebut 

kurang optimal. Hal ini dikarenakan, faktor-

faktor yang mempengaruhi produktifitas la-

poran keuangan dan kearsipan salah satunya 

adalah pendidikan-pelatihan. Pada umumnya 

orang yang mempunyai pendidikan lebih 

tinggi akan memiliki wawasan yang lebih lu-

as, terutama penghayatan akan arti penting 

produktivitas. Orang yang memiliki pendi-

dikan lebih tinggi kinerjanya akan semakin 

baik. Dengan kata lain, apabila pendidikan 

mengalami peningkatan, maka akan diikuti 

pula dengan peningkatan pengelolaan admi-

nistrasi keuangan (Mulyasa, 2009:139). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pe-

nelitian yang pernah dilakukan oleh 

Handayani (2005:35) yang diperoleh hasil 

bahwa tingkat pendidikan-pelatihan mempe-

ngaruhi tinggi rendahnya kinerja guru. Hasil 

penelitian ini memberikan implikasi bahwa 

semakin baik pendidikan guru, maka akan se-

makin baik pula kinerja guru.  

Kemudian, pencapain pengelolaan ad-

ministrasi keuangan yang maksimal juga di-

dukung oleh pelatihan.Dengan sering meng-

ikuti pelatihan yang relevan sesuai dengan 

kebutuhan dapat meningkatkan pengelolaan 

administrasi keuangan. Hasil penelitian ini 

mengandung makna semakin baik pelatihan 

maka akan semakin baik pula pengelolaan 

administrasi keuangan. Artinya, pelatihan 

yang telah diikuti pengelola administrasi ke-

uangan cukup baik akan tetapi perlu diting-

katkan sesuai dengan kebutuhan guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Produktifitas lapor-

an guru salah satunya adalah keterampilan. 

Keterampilan dapat didapat dari pelatihan, 

makin terampil pengelola administrasi ke-

uangan akan lebih mampu membuat pelapor-

an dan pengarsipan serta menggunakan fasi-

litas. Semakin sering tenaga pengelola admi-

nistrasi keuangan mengi-kuti pelatihan maka 

akan semakin terampil sehingga dapat me-

ningkatkan kinerjanya. (Mulyasa, 2009:139) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

apabila pengelola administrasi keuangan se-

ring mengikuti pelatihan yang relevan maka 

akan diikuti pula dengan peningkatan penge-

lolaan administrasi keuangan. Dengan sering 

mengikuti pelatihan yang relevan sesuai 

dengankebutuhan dapat meningkatkan 

pengelolaan administrasi keuangan.Hal ini 

sejalan de-nganpenelitian yang pernah 

dilakukan oleh Wardana (2008: 58) yang di-

peroleh hasilbahwa pelatihan mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap kinerja 

guru. Hasil penelitian ini memberikan imply-

kasi bahwa semakin sering guru mengikuti 

pelatihan yang relevan, maka akan semakin 

baik pula kinerja guru. 

Hasil dari analisis deskriptif persentase 

setiap indikator yang meliputi laporan inter-

nal yang termasuk dalam kategori tinggi de-

ngan skor rata-rata 87,18%, laporan internal 

dengan skor rata-rata 65,63% termasuk da-

lam kategori cukup baik, dan indikator eks-

ternal termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan skor rata-rata 88,75. 

Simpulan yang dapat diambil, variabel 

ketertiban laporan terma-suk dalam kategori 

baik. laporan internal merupakan hal yang 

penting dalam menerapkan ketertiban lapor-

an guna meningkatkan pengelolaan adminis-

trasi keuangan. Terbukti pengelola adminis-

trasi keuangan MTsN se-Kabupaten Banjar 

menyatakan aktivitas yang selama ini diker-

jakan lebih semangat dalam membuat pela-

poran. Ketertiban laporan berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan administrasi keuangan 

dengan koefisien regresi sebesar 0,269 tanda 

+ (positif) pada variabel ketertiban laporan 

menunjukkan hubungan yang searah, artinya 

bila usaha ketertiban laporan ditingkatkan 

maka akan berpengaruh terhadap meningkat-

nya pengelolaan administrasi keuangan. 

Variabel ketertiban laporan diperoleh 

thitung = 3,862 dengan harga signifikansi 

0,037 karena harga signifikansi yang diper-

oleh kurang dari 0,05 (0,037 < 0,05) maka 

menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh 

tersebut signifikan. Hal ini berarti bahwa 

variabel ketertiban laporan (X2) berpengaruh 

terhadap pengelolaan administrasi keuangan 

(Y) maka H2 di-terima. 

Hasil dari analisis deskriptif persentase 

t pengarsipan  yang ter-masuk dalam kategori 

kurang baik dengan skor rata-rata 51,9%, 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelola 
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administrasi keuangan MTsN se-Kabupaten 

Banjar mempunyai ketertiban yang masih 

rendah untuk meaksanakan tugas-tugasnya 

sebagai pengelola administrasi keuangan. 

Simpulan yang dapat diambil, variabel 

pengarsipan termasuk dalam kategori tinggi. 

Skor rata-rata variabel pengarsipan termasuk 

kategori tinggi dengan rata-rata 51.9%. Dapat 

disimpulkan bahwa pengelola administrasi 

keuangan MTsN se-Kabupaten Banjar belum 

memiliki kesadaran dalam mengarsipkan do-

kumen keuangan. 

Pengarsipan tidak berpengaruh terha-

dap pengelolaan administrasi keuangan de-

ngan koefisien regresi sebesar -0,054 tanda 

negatif pada variabel pengarsipan menunjuk-

kan hubungan yang berlawanan. Artinya, bila 

pengarsipan ditingkatkan maka tidak akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya penge-

lolaan administrasi keuangan. 

Variabel pengarsipan diperoleh thitung = 

3,862 dengan harga signifikansi 0,401 karena 

harga signifikansi yang diperoleh lebih dari 

0,05 (0,401 > 0,05) maka menunjukkan bah-

wa nilai t yang diperoleh tersebut tidak sig-

nifikan. Hal ini berarti bahwa variabel peng-

arsipan (X3) tidak berpengaruh terhadap pe-

ngelolaan administrasi keuangan (Y) maka 

H3 ditolak. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-

bahasan dapat diambil beberapa simpulan 

antara lain sebagai berikut ini. 

1. Pendidikan-pelatihan berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan administrasi ke-

uangan dengan koefisien regresi sebesar 

0,577 tanda positif pada variabel pendi-

dikan-pelatihan menunjukkan hubungan 

yang searah. Artinya, bila usaha pendidik-

an-pelatihan ditingkatkan maka akan ber-

pengaruh terhadap meningkatnya pengelo-

laan administrasi keuangan. Variabel pen-

didikan-pelatihan diperoleh thitung = 3,862 

dengan harga signifikansi 0,000 karena 

harga signifikansi yang diperoleh kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka menunjuk-

kan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut 

signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel 

pendidikan-pelatihan (X1) berpengaruh 

terhadap pengelolaan administrasi ke-

uangan (Y) maka H1 diterima. 

2.  Ketertiban laporan berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan administrasi ke-

uangan dengan koefisien regresi sebesar 

0,269 tanda positif pada variabel ketertib-

an laporan menunjukkan hubungan yang 

searah. Artinya, bila usaha ketertiban la-

poran ditingkatkan maka akan berpenga-

ruh terhadap meningkatnya pengelolaan 

administrasi. Variabel ketertiban laporan 

diperoleh thitung = 3,862 dengan harga sig-

nifikansi 0,037 karena harga signifikansi 

yang diperoleh kurang dari 0,05 (0,037 < 

0,05) maka menunjukkan bahwa nilai t 

yang diperoleh tersebut signifikan, hal ini 

berarti bahwa variabel ketertiban laporan 

(X2) berpengaruh terhadap pengelolaan 

administrasi keuangan (Y) maka H2 diteri-

ma.  

3.  Pengarsipan tidak berpengaruh terhadap 

pengelolaan administrasi keuangan de-

ngan koefisien regresi sebesar -0,054 tan-

da negatif pada variabel pengarsipan me-

nunjukkan hubungan yang berlawanan. 

Artinya, bila pengarsipan ditingkatkan, 

maka tidak akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya pengelolaan administrasi 

keuangan. Variabel pengarsipan diperoleh 

thitung = 3,862 dengan harga signifikansi 

0,401 karena harga signifikansi yang di-

peroleh lebih dari 0,05 (0,401 > 0,05) ma-

ka menunjukkan bahwa nilai t yang diper-

oleh tersebut tidak signifikan. Hal ini ber-

arti bahwa variabel pengarsipan (X3) tidak 

berpengaruh terhadap pengelolaan admi-

nistrasi keuangan (Y) maka H3 ditolak. 

4.  Mengingat Fhitung adalah sebesar 29.453 

dengan nilai probabilitas (nilai sig) sebe-

sar 0.000
a
. Nilai probabilitas tersebut lebih 

kecil dari nilai alpha (0,05). Karena nilai 

probabilitas (p-value) < alpha maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh variabel 

pendidikan-pelatihan, ketertiban laporan 

dan pengarsipan, terhadap pengelolaan ad-

ministrasi keuangan bersifat signifikan. 

Nilai R2 menunjukkan 0.843 atau 84,3%. 

Hal ini diartikan bahwa sebanyak 84.3% 

pengelolaan administrasi dijelaskan oleh 

variabel pendidikan-pelatihan, ketertiban 

laporan, dan pengarsipan, sedangkan sisa-

nya sebesar 15,7% dijelaskan oleh varia-

bel lain di luar variabel pendidikan-pela-

tihan, ketertiban laporan dan pengarsipan. 
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Berdasarkan hasil penelitian, ada bebe-

rapa saran yang dapat penulis berikan antara 

lain sebagai berikut ini. 

1. Berdasarkan hasil penelitian, masih terda-

pat pengelola administrasi ke-uangan yang 

belum memenuhi standar kualifikasi pe-

ngelola keuangan yang telah ditetapkan 

pemerintah. Hendaknya pengelola ke-

uangan memenuhi standar kualifikasi 

yang ditetapkan pemerintah dengan me-

ningkatkan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dan menyesuaikan program studi 

dengan bidang pekerjaan yang bebankan 

kepadanya. 

2. Pengelola administrasi keuangan perlu 

meningkatkan intensitas lama pelatihan 

dengan mengatur waktu luang untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat 

menunjang kinerjanya, pelatihan-pelatihan 

lain yang dapat me-nunjang kinerja pe-

ngelola administrasi keuangan. 

3. Pengelola keuangan hendaknya memper-

hatikan hubungan antar rekan kerja di 

dalam lingkungan madrasah, agar mening-

katkan hubungan antar pengelola adminis-

trasi keuangan dengan warga madrasah 

yang lain sehingga membuat pengelola 

administrasi keuangan merasa nyaman sa-

at melaksanakan tugasnya. Selain itu, 

pengelola keuangan harus lebih termotiva-

si untuk mencapai prestasi yang maksimal 

agar dapat diakui kinerjanya. 
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